ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual saat ini semakin berkembang pesat, mengingat semakin
banyaknya karya-karya yang dihasilkan berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni
maupun sastra dari hasil kemampuan berfikir penciptanya. Dari perkembangan
tersebut, tak jarang karya-karya yang dihasilkan kembali dimanfaatkan oleh orang
lain tanpa seizin penciptanya, hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap HKI.
Pelanggaran HKI yang kerap terjadi adalah pelanggaran Hak Cipta, dimana Hak
Cipta merupakan bagian dari HKI. Salah satu kegiatan yang dapat melanggar Hak
Cipta adalah melakukan kegiatan pengumuman (performing) tanpa izin Pencipta
maupun Pemegang Hak Cipta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan lagu atau
musik dalam bisnis karaoke sebagai objek kajiannya, dimana lagu atau musik
merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta dan bisnis karaoke sebagai pengguna (user) maupun sebagai
sarana untuk mengumukan lagu kepada konsumen. Untuk dapat mengumumkan
(performing) lagu atau musik dalam suatu bisnis karaoke diperlukan adanya
perjanjian lisensi antara pengguna (user) dengan Pemegang Hak Cipta yang
dikuasakan oleh Pencipta, dimana Pemegang Hak Cipta berhak untuk memungut
royalti sesuai yang diperjanjikan dalam lisensi kepada pengguna (user) dan untuk
selanjutnya didistribusikan kepada Pencipta. Pemegang Hak Cipta dapat berbentuk
badan hukum atau lembaga manajemen kolektif seperti Yayasan Karya Cipta
Indonesia (YKCI). Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah membahas
mengenai kedudukan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sehingga tidak dapat
dinyatakan sebagai Pemegang Hak Cipta dalam kasus pelanggaran Hak Cipta yang
diangkat penulis. Dari uraian diatas, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap
Pemegang Hak Cipta untuk dapat melindungi hak eksklusif Pencipta, karena
Pemegang Hak Cipta adalah sebagai medium atau perantara Pencipta dalam
mengelola lagu atau musik. Pemegang Hak Cipta yakni YKCI dapat dilindungi
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YKCI dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 tentang Yayasan dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : HKI.2-OT.03.01-06 Tahun 2015 tentang Izin
Operasional Lembaga Manajemen Kolektif. Berdasarkan penelitian ini, Penulis
menyarankan agar kesadaran Pengguna (user) dalam menggunakan lagu atau musik
pemegang Hak Cipta perlu ditingkatkan karena dapat merugikan hak penciptanya.





